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KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR: KEP-1336/K/SU/2004

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG MENETAPKAN KEPUTUSAN PEMBERIAN, DAN
PENGHENTIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI,
APOTEKER, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN,
EPIDEMILOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN,
ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN MASY ARAKAT,
PERAWAT GIGI, NUTRISIONIS, BIDAN, PERAWAT, RADIOGRAFER, PEREKAM
MEDIS, DAN TEKNISI ELEKTROMEDIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang:

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Tunjangan jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata
Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan. Sanitarian,
Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis,
Bidan Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknis Elektromedis, dipandang perlu
menunjk pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan Keputusan, Pemberian, dan
Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang
Pendelegasian Wewenang, Menetapkan Keputusan, Pemberian, dan Penghentian
Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata
Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan Sanitarian,
Administrator Kesehatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis,
Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis di Lingkungan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawal Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11; Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 17);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 200ltentang Kedudukan, Tugas, Fungsi.
Kewenangan, Susunan Organisasi. dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9
Tahun 2004,

5. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter,
Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata L aboratorium Kesehatan, Epidemiolog
Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan Penyuluh
Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam
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Medis, dan Teknis Elektromedis;

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Tata Cara
Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter
Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan Epidemiolog
Kesehatan Entomolog Kesehatan, Sanitarian Administrator Kesehatan, Penyuluh
Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawa, Radiografer, Perekam
Medis, dan Teknisi Elektromedis;

Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP-
06.00.00-080/K /2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan;

Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP-
06.00.00-286/K /2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-
713/K/SU/2002.

MEMUTUSKAN:
M enetapkan
PERTAMA . Memberikan wewenang kepada:
Sekretaris Utama untuk menetapkan Keputusan Pemberian, dan
Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi,
Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan,
Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian,
Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat Perawat
Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat Radiografer, Perekam Medis, dan
Teknis Elektromedis.
KEDUA - Keputusan ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan.
KETIGA . Keputusan disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk
diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta
pada tangga 24 Desember 2004
KEPALA,
ttd
ARIE SOEIENDRO
NIP 060035861
Tembusan:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Sekretaris Utama, Deputi, Direktur, Inspektur, Kepala Biro, Kepala Pusat dan Kepala
Perwakilan di lingkungan Badan Pengawasan K euangan dan Pembangunan;
3. Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara Direktorat Jenderal Anggaran Departemen
Keuangan,
4. KepalaKantor Regional Badan Kepegawaian Negara di seluruh Indonesia;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Banda Aceh Medan I, Pekanbary,

Padang, Bengkulu, Jambi, Palembang, Bandarlampung, Jakarta 1V, Bandung II,
Semarang, Yogyakarta, Sidoarjo, Denpasar, Kupang, Banjarmasin, Samarinda, Pontianak,
Makasar 11, Manado, Palu, Kendari, Ambon dan Jayapura.



